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KAJIAN ALTERI\ATIF PEMBIAYAAN PEMBAIIGUNAN
NON KONVENSIONAL DI KOTA BANDUNG

Didin Saepudin

ABSTRACT

Challenges faced by cities in Indonesia, including the Bandung munipical in the

future is how to reduce and cope with the gap between investment needs of urban
infrastructure and services with the limited financial capacity of the government to meet

those needs. Some of 'the 
opportunities and potentidl of the local government,

particularly with regard to the mobilization of revenue sources that have been used by

the local government is mostly conventional (traditional). In foct, there are still many

types of other non-conventional (nonlraditional) sources, which is actually a high
potential to be developed.e

The identification results obtained seven non-conventional financing instruments

that can be developed. Three (3) of which are already implemented by Bandung
munipical that are corporate cocial responsibility (CRS), public private partnership
(PPP/ and the pure public aids. Three instrument namely; development impact fee,
development exaction, betterment levies can not be implemented yet, because the legal
basis, institutionql and human resources are not prepared yet. While municipal bonds

can be used as a source of funding for infrastructure development in the Bandung
munipical but the government Bandung munipical have to prepare all the necessary

requirements the municipal bonds.
AHP analysis results, from seven non-conventional financing instruments

acquired three priority instruments to be developed and implemented in the Bandung
munipical for infrastructure development or improvement empowerment regional asset,

namely the public private partnership (PPP), corporate social responsibility and
munipical bonds.

I. Pendahuluan

Perkembangan kota di Indonesia
berlangsung dengan sangat pesatnya.

Dalam periode 1980 hingga 1990 rata-
rata tingkat pertumbuhan penduduk
wilayah perkotaan per tahun mencapai
sebesar 5,4o , melebihi rata-rata tingkat
pertumbuhan penduduk secara nasional
yang hanya sebesar l,98yo per tahun.
Pertumbuhan kota yang pesat ini
mempunyar implikasi, yaitu
meningkatnya tuntutan permintaan atas

pengadaan dan perbaikan prasarana dan
pelayanan perkotaan, baik dari segi

kuantitas maupun kualitas. Hal ini
berkaitan pula dengan meningkatnya
secara pesat pendapatan per kapita dan
tingkat kehidupan masyarakat perkotaan
dalam periode 1980 - 1990.

Tantangan yang dihadapi oleh
kota-kota di Indonesia di masa

mendatang adalah bagaimana carafiya
mengurangi dan mengatasi gap antara

kebutuhan investasi prasarana dan
pelayanan perkotaan dengan relatif
terbatasnya kemampuan keuangan

negara untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. Beberapa peluang dan potensi
yang dimiliki oleh pemerintah,
khususnya berkaitan dengan mobilisasi
sumber penerimaan yang sudah

dimanfaatkan oleh pemerintah daerah

umumnya masih bersifat konvensional
(tradisional), seperti misalnya pajak,
retribusi dan pinjaman. Pada

kenyataannya, di luar sumber-sumber
yang bersifat konvensional tersebut

masih banyak jenis sumber-sumber
lainnya yang bersifat non-konvensional
(non-tradisional), yang sebenarnya

berpotensi tinggi untuk dikembangkan,
seperti misalnya betterment levies,

development impact .fees, excess



con demnation, obligasi, c o nc e s s i on, dan
sebagainya.

Kota Bandung sebagai kota
metropolitan dituntut untuk dapat
memberikan pelayanan terbaik dan
maksimal bagi warganya, baik bidang
infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan
masih banyak lagi. Peningkatan kualitas
pelayanan publik melalui pembangunan
kota yang berkelanjutan tersebut
berdampak pada peningkatan biaya
yang diperlukan untuk dapat memenuhi
hal tersebut.

Secara umum sumber
pembiayaan pembangunan terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah;

2) Dana Perimbangan yang meliputi
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Dana Alokasi Khusus (DAK); 3) Lain-
Lain Pendapatan Daerhh Yang Sah,

meliputi: Hibah, Dana Darurat, Dana
Bagr Hasil Pajak dari Provinsi, dan
Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Selain dana dari pendapatan

daerah tersebut, Pemerintah Kota
Bandung menerima dana yang
bersumber dari Pemerintah Pusat

berupa dana dekonsentrasi dan dana
tugas pembantuan dimana dana tersebut
merupakan kebijakan pemerintah pusat

untuk kepentingan .pelaksanaan
pembangunan di Kota Bandung.

Mengingat makin terbatasnya
keuangan negara, maka akan sangat

bermanfaat apabila potensi yang
dimiliki masing-masing daerah digali
secara optimal, khususnya bagt
instrumen keuangan yang bersifat non
konvensional.

Keterbatasan sumber pendanaan
yang ada menyebabkan perlu dicarinya
alternatif sumber lain yang seharusnya
dapat dilihat dalam kerangka
pembangunan daerah adalah dana yang
berasal dari sektor swasta dan
partisipasi masyarakat sebagai salah
satu altematif pembiayaan
pembangunan yang bersumber dari non
konvesional.

2

Berdasarkan hal-hal tersebut di
atas, menarik kiranya untuk dilakukan
kajian terhadap permasalahan sebagai
berikut:
t. Sumber pembiayaan non

konvesnsional apa saja yang dapat

dijadikan sumber pembiayaan
pembangunan di Kota Bandung-

2. Sumber pembiayaan non
konvensional yang mana yang dapat

dijadikan prioritas sebagai sumber
pembiayaan pembangunan di Kota
Bandung.

II. Metodologi
Metode penelitian yang

digunakan adalah metode analisis
deskriptif. Sugiono (200a:11)
mengungkapkan bahwa metode
deskriptif adalah metode yang

dilakukan untuk mengetahui nilai
varaibel mandiri, baik satu variabel atau

lebih, tanpa mernbuat perbandingan,
atau menghubungkan dengan variabel
lain.

Pengertian metode deskriptif
tersebut lebih dipertegas lagr oleh
Winarno Surakhmad (2004 :1 40) dengan

mengemukakan ciri-ciri sebagai berikut:
1) Mernusatkan diri pada pemecahan

masalah yang ada pada saat sekarang

atau bersifat sakral (up to date); dan2)
Data yang dikumpulkan mula-mula
disusun, dijelaskan yang kemudian
dianalisis (karena itu metode ini sering
disebut metode analitik).

Alasan digunakannya metode ini
dengan pertimbangan bahwa tujuan dari
kegiatan ini adalah untuk membuat
deskipsi, gambaran serta lukisan secara

sistematis, factual dan akurat mengenai
fakta-fakta antar fenomena yang dikaji.

Alat analisis yang digunakan
adalah AHP (Analytical Hierarchy
Proccess). AHP memecah suatu
permasalahan pemilihan prioritas
instrumen pembiayaan pembangunan
secara hirarki. Pemilihan alat analisis
didasarkan pertimbangan bahwa AHP
merupakan salah satu alat atau model
pengambilan keputusan dengan input
utama adalah persepsi manusia. AHP
merupakan salah satu metode yang



memecah suatu masalah kompleks ke
dalam kelompok-kelompok secara
hirarki. Dengan AHP pembobotan suatu
faktor atau variabel dapat dilakukan
sesuai dengan persepsi manusia sehingga
diharapkan mampu menggambarkan
kondisi yang senyatany a.

Teknik pengambilan sampel
yang digunakan adalah teknik pz rposive
sampling, yakni teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu.
Responden kuesioner AHP ditentukan
berdasarkan kempetensi yang dimiliki,
dalam kajian ini terdiri dari: Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandung; Bagian Pembangunan
dan SDA Setda Kota Bandung; Bagian
Perekonomian SetdaKota Bandung;
Bidang Pernerintahan Bappeda Kota
Bandung; Bidang Perekonomian dan
Pembiayaan Bappeda Kota Bandung;
Bidang Investasi Bappeda Kota
Bandung; PDAM Kota Bandung; PD
Kebersihan Kota Bandung; PD Pasar
Kota Bandung; dan PAkar dari
Perguruan Tinggi

III. Hasil Analisis dan Pembahasan
3.1 Identifikasi Sumber-Sumber

Instrumen Pembiayaan
Pembangunan Non Konvensional

Sumber pembiayaan non
konvensional adalah sumber
pembiayaan pembangunan daerah yang
berasal dari mekanisme bukan anggaran
pemerintah. Modal pembiayaan non
konvensional ini berasal dari 3 (tiga)
sumber yaitu: (l) Pemerintah, (2)
Swasta, dan (3) Masyarakat. Untuk
setiap jenis modal, terdapat beberapa
jenis instrumen keuangan, yaitu:
1. Sumber Pembiayaan Melalui

Pendapatan (Revenue Financing)
Sumber pembiayaan melalui
pendapatan (revenue .financing)
dapat dapat dikatagorikan menjadi 3
(tiga), yaitu:
a. Pembiayaan

Pemerintah
Financing)

b. Pembiayaan
Swasta
Financing)

Melalui Pendapatan
(Public Retenue

Melalui Pendapatan
(Private Ret,enue

c. Pembiayaan Melalui Pendapatan
Pemerintah-Swasta (Public-
P r iva t e Rev e nue F in anc i n g)

2. Sumber Pembiayaan Melalui Hutang
(Debt Financing)
a. Pembiayaan Melalui Hutang

Pemerintah (Public Debt
Financing)

b. Panbiayaan Melalui Hutang
Swasta (Private Debt Financing)

c. Pembiayaan Melalui Hutang
Pemerintah Swasta (Public-
Private Debt Financing)

3. Sumber Pembiayaan Melalui
Kekayaan (Equity Financing)

4. Sumber Pembiayaan Lainnya
a. Coporate Social Responsibility

(csR)
b. Swadaya Murni Masyarakat

Berdasarkan pertimbangan
metode analisis maka instrumen
pembiyaan pembangunan yang yang
akan dikaji dalam kajian ini terdiri dari:
Development Impact Fee, Kerjasama
Pemerintah Swasta, Obligasi,
Development Exaction, Betterment
Levies, Coporate So,cial Responsibility
(CSR) dan Swadaya Masyarakat Murni.

3.1.2 Deskripsi, Ciri Pokok, Prosedur
dan Syarat Implementasi
Instrumen Pembiayaan
Pembangunan Non
Konvensional.

1. Development Impact Fee
Development impact fees

dibayar oleh developer kepada
pemerintah daerah atau perusahaan
daerah sebagai kompensasi dari adanya
dampak yang ditimbulkan karena
adanya pembangunan baru, misalnya
pembangunan kompleks perumahan,
yang berdampak pada dibutuhkannya
prasarana baru di luar kompleks yang
bersangkutan,
pembuangan

seperti saluran
kotoran, sistem

transportasi dan sumber air bersih.
Untuk dapat diterapkan

instrumen ini di Indonesia atau di Kota
Bandung, maka beberapa persyaratan
pokok tersebut harus dipenuhi terlebih



CIRI POKOK PROSEDUR
PEM ENUHAN SYARAT IM PLEM ENTASI

ASPEK ADA BELUM ADA
Adanya pungutan yang
ditujukan untuk
menutupi biaya
pembangunan sarana
dan prasarana baru yang
ditimbulkan oleh
pembangunan suatu
wilayah/kawa-san baru.

1. Penyusunanperaturan,
kelembagaan dan SDM

2. Identifikasi komponen yang
terlibat dalam pembangunan
- Jenis dan jumlah

pengeluaran yang

ditimbulkan pembangunan
- Mengestimasimanfaat.
- Jenis dan jumlah

pendapatan yang
ditimbulkan pembangunan

3. Perhitungan selisih penerimaan

dan pengeluaran
4- Penentuan besaran development

.fee
5. Penentuan teknis pembayaran

develooment impoct fee

Dasar Hukum
Kelembagaan

SDM

dahulu. Di bawah ini adalah gambaran
tentang ciri pokok, prosedur dan
keberadaan . persyaratan yang harus
dipenuhi agar instrumen development

2. Kerjasama Pemerintah Swasta
Metode pembiayaan ini pada

dasarnya merupakan suatu bentuk upaya
kerjasama dimana Pemerintah Kota atau

BUMD menyewakan atau melakukan
kerjasama usaha atas lahan atau fasilitas
yang dikuasainya. Karena itu, sebagai
pemilik fasilitas atau aset, khususnya
lahan di perkotaan (biasanya HPL),
pemerintah dapat beke{a sama dengan

impact fee dapat diimplernentasikan
Indonesia atau Kota Bandung.

investor untuk mendayagunakan aset ifu
melalui berbagai bentuk, antara lain:
Sewa, Build Operate Transfer (BOT),
Build Own Operare (BOO), dan Build
Own Operate Transfer (BOOT).

Di bawah ini adalah gambaran

tentang ciri pokok, prosedur dan

keberadaan persyaratan yang dipenuhi
instrumen KPS, sehingga dapat

diimplementasikan di Kota Bandung.

di

Tabel3-1
Ciri Pokok, Pr6sedur dan Keterpemenuhan Syarat Implementasi

Instrumen Kerjasama Pemerintah Swasta di Kota Bandung

Tabel3-2
Ciri Pokok, Prosedur Teknis dan Pemenuhan Syarat Implementasi

Corporate Social Responsibility (CSR) di Bandung Instrumen

CIRJ POKOK PROSf,DUR TEKNIS
PEM ENUHAN SYARAT IMPLEMENTASI

ASPEK ADA BEI,UM ADA

Adanya kerjasarna yang
saling menguntmgkan
di kedua belah pihak.
Saling menguntungkan,
berarti kemitraan
dengan Badan Usaha

dalam Penyediaan
Intiastruktur dilakukan

l.
2.
f-

4.
5.

Membentuk panitia pengadaan

Persiapan pengadaan

Pelaksanaan pangadaan

Penetapan pemenang
Penyusunan Pe{anjian
Kerjasama.

Dasar Hukum

Peraluran Pemerintah
No.6/2007,
Peraturan Pernerintah
No. 50/2007,
Pennendagri No.
1712007 . Perwal
Bandung No.
427/20t0

dan persyaratan yang
seimbang
sehingga memberi
keuntungan bagi kedua
belah pihak dan
masyarakat dengan
memperhitungkan
kebutuhan dasar

Kelembagaan*)
Pers'al No. 329
lahun 20I0

SDM*)



3. Corporate Social Responsibitity
(csR)

Pelaksanaan CSR merupakan
bagian dari Good Corporate
Governance (GCG) bahwa intinya GCG
merupakan suatu sistem, dan
seperangkat peraturan yang mengatur
hubungan antara berbagai pit* lurg
b_erkepentingan yang menggambarkan 5
(liT.l prinsip GCG tersebut yang
disingkat dengan TARIF, yaitu sebagai
beikut:Transparency, Accottntabiiity,
Responsibility, Independency, din
Fairness.

Penerapan CSR merupakan
yg satu implementasi dari ktnsep
GCG sebagai entitas bisnis yang sosial
dan lingkungan ini merupakari suatu

kewajiban yang harus GCG sebagai
entitas bisnis yang sosial d""
lingkungan ini merupakan suatu
kewajiban yang harus dilaksanakan
perseroan yang kaitan usahanya
berkaitan dengan sumber daya alam
sebagaimana tercantum di dalam pasal
74 ayat I Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2007 Tentang perseroan
Terbatas.

Di bawah ini adalah gambaran
tentang ciri pokok, prosedur teknis dan
keberadaan persyaratan yang dipenuhi
instrumen CSR, sehingga dapat
diimplementasikan di Kota Bandung
secara terintegrasi antara program
pembangunan pemerintah - 

dengan
pelaksanaan CSR oleh perusahaan.

akibat nilai tanah yang meningkat harus
clll(enakan pajak seperti pemenang
lotere.

Di Columbia intrumen ini
peranannya sangat signifikan dalam
menjadi kontributor utima penerimaan
kota, walaupun fluktuatif. pada a[hir
tahun 1960-an kurang lebih 16 persen
penerimaan kota Bogota dari leiy ini,
pembiayaan pekerjaan umum din 45
persen di Medelin. pada awal tahun
1980-an penerimaan ini sebesar 33% di
Cali, dan pada tahun l g93 di Bogota, 2.4
persen penerimaan pemerintah berasal

Tabel3-3
ciri Pokok, Prosedur Teknis dan pemenuhan syarat Implementasi

corporate Sociar Responsibilify (csR) di Bandung Instrumen

4. Betterment Leuy

,., Y."*pq\3n pajak yang
drkumpulkan (ditarik) oleh pemerintah
atas. tanah yang karena aksi pemerintah
rutarnya menjadi Iebih baik (rineei).
Contoh dengan adanya p"-Uunc,;;un
1alan, airporr nilai tanah di J"kitu.pembangunan akan meninckat
akibatnya _pemilik tanah ,;;;;
yend-1R3t keuntungan tak terduga
(windfitll gain).

* Argumen dari pensaniur
Betterment Let,y adalah' iii*o
keuntungan yang diperoleh ,;t;;ri

PROSEDUR TEKNIS
pEMETUHAN SYARAT rruFLEN,rexTzrsl

Komitmen perusahaan
untuk belperan serla
dalam pembangunan
ekonorni berkelanjutan
guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan
lingkungan yang
bennanfaat, baik bagi
Perusalraan sendiri,
komunitas selempat,
maupun pada
masyarakat secara

l

2.

j

4.

5.

6.

7.

8.

Pernbentukan tirn lasilitatoi
Sosialisasi keberaclaan tim
lbsilitaror
Perninat rnengisi lbnn
pelnyataarr minat dan
menentukan progmm.
Menyusun rencana
kerjasarna pncgrarn CSR
Menandatangani naskah
kerjasarna prograrn CSR
Pelaksanaan progmm
Pendampingan proglam
(monitoring dan evaluasi)

Undang-Undang
Nonror 40 Tahun
2007 Tentang
Perceroan Terbatas
Undang-Undang
Nornor25 Tahun
2007 Tentang
Penanaman Modal.

-l-



dari levy ini. Sejak tahun 2000,
instrumen ini secara intensif digunakan
di Bogot6, Medellin, Cali, Manizales,
Bucaramanga, Barranquilla, dan
beberapa kota lainnya dengan jumlah
penduduk 300.000 lebih.

Berikut gambaran ringkas
mengenai mengenai ciri, prosedur
teknis, dan persyaratan yang harus
dipenuhi apabila instrumen ini akan
diterapkan di Indonesia atau di Kota
Bandung.

Tabel3-4
Ciri Pokok, Prosedur Teknis dan pemenuhan syarat Implementasi

Instrumen Betterment Leuy di Kota Bandung

CIRI POKOK PROSEDUR PUPTENUHAN SYARAT 11\ PLEMENTASI
ASPEK ADA BELUM ADA

Ada pembangunan
infrastruktur yang
dilakukan oleh
pernerintah dan
berpengaruh terhadap
nilai lahan di
sekitamya. Kenaikan
nilai lahan tersebut
harus dikenanakn
pajak (levy), karena
lral tersebut sama
spefii pemenang
lotere.

l. Penyusunanperatumn/dasarhukurn,
kelembagaan dan SDM

2. Menentukan area yang terpetrgaruh.
3. Menghitung rnanlaal dan menurunkan

peta isoprice berdasarkan sarnpel
properly.
Mengestimasi manlaat-
Mengalokasikan mantaat.
Membuat tingkatan benefit (focal
point ).
Menditribusikan Levy.
Menentukan allbrdibilitas.
Menyusun periode pengumpulan levy.
Menentukan batas waktu maksimum
pengumpulan lew.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Dasar Hukum
Kelembagaan

SDM

5. Obligasi Daerah
Obligasi Daerah adalah obligasi

yang diterbitkan oleh pemerintah
daerah, salah satu unit organisasi di
lingkungan pemerintah daerah, Badan
Otorita Daerah, Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), atau pihak lain
(swasta) yang didui<ung atau disponsori
dan atau dijamin oleh pemerintah
daerah. Dalam hal ini, obligasi tidak
harus diterbitkan oleh pemerintah
daerah, tetapi dapat juga diterbitkan
oleh BUMD seperti Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) atau Bank
Pembangunan Daerah (BPD), atau
Kantor-kantor Dinas yang ada di
daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum.

Secara ringkas gambaran
tentang ciri pokok, prosedur, dan
pemenuhan syarat agar obligasi daerah
dapat digunakan di Kota Bandung
sebagai salah satu sumber pembiayaan
pembangunan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.

Tabel3-4
Ciri Pokok, Prosedur Teknis dan Keterpemenuhan Syarat
Implementasi Instrumen Obligasi Daerah di Kota Bandung

CIRI POKOK PROSEDUR**) PEMENUHAN SYARAT IMPLEMENTASI
ASPEK ADA BELUM ADA

Bukti hutang erniten
(penerbit) yang rnengandung
janii pembayaran bunga, seila
pelunasan pokok pinjaman
yang dilakukan pada tanggal
jatuh ternpo sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun sejak
tanggal emisi.
Obligasi mengandung 3
uusur, yaitu:
i. Bukti utang
ii. Janji-janji
iii. Pernbatasau waktu (iatuh

tempo) yang rnelalrirkarr
perikalan karena
Irubungarr pinjarn
mentinjam uang antam
pener-bit dengan
pclnegang obligasi atau
hubungan kreditor dengan
debitor

l. Persetujuan Prinsip
Kornisi DPRD

2. Persetujuan Kegiatan
3. Pemantauan Delisit dan

Batas Kumulatif
4. Pernbentukan Tirn

Persiapan,
mempersiapkan:
. KAK
- FS (dinilai)
- Proyeksi Keuangan
- Pelhitungan DSCR

5. Pengajuan Usul
Penerbitan Obligasi
Daerah kepada Menkeu

6. Pernbuatan Perda
tentang Obligasi Daerah

7. Persiapan Penryataan
Pendaftanan

Dasar Hukum

UU No- 33 tentang
Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah,
Pemturan Menteri
Keuangan Nomor I47
tahun 2006 tentang Tata
Cara Penerbitan,
Pertanggungiawaban,
dan publikasi Inlbnnasi
Oblieasi Daerah.

Kelembagaan

SDM



6. Development Exaction
Development exaction adalah

bentuk regulasi penggunaan lahan
dimana pemilik properti harus
membayar untuk mengawali
pembangunan lahan. Development
Exaction dilakukan dimaksud untuk
melindungi kesehatan, keselamatan dan
kesejahteraan masyarakat. Hal ini
dilakukan untuk melindungi masyarakat
dari efek negatif pertumbuhan. Ketika
terjadi pertumbuhan terdapat beberapa
kebutuhan fasilitas publik seperti jalan,

stasion pemadam kebakaran, dan
saluran air. Development Exaction
membantu melindungi masyarakat dari
kenaikan biaya pengadaan infrastruktur
dengan cara membagi biaya kepada
penduduk/penghuni baru.

Berikut gambaran mengenai
ringkas mengenai ciri, prosedur teknis,
dan persyaratan yang harus dipenuhi
apabila inskumen ini akan diterapkan di
Indonesia atau di Kota Bandung.

Tabel3-5
Ciri Pokok, Prosedur Teknis dan Keterpemenuhan Syarat Implementasi

Instrumen Development Exaction di Kota Bandung

7. Swadaya Murni
Swadaya mumi dalam

implementasinya tidak diatur dalam
peraturan khusus, dan tidak
memerlukan kelembagaan tersendiri
dalam mengelola swadaya murni, serta
SDM khusus. Karena sifatnya sukarela,
maka ketidakberadaan dasar hukum

kelembagaan dan SDM tidak
menyebabkan instrumen ini tidak dapat
dilaksanakan. Umumnya untuk swadaya
murni pemerintah lebih bersifat
memfasilitasi dan mendokumentasikan-
fiya.

Tabel3-6
ciri Pokok, Prosedur Teknis dan Pemenuhan Syarat rmplementasi

CTRI POKOK PROSEDUR PEMENUHAN SYARAT IMPLEMENTASI
Aspek Ada Belum Ada

Pnnsrp pokok instrumen ini
adalah melindungi
penduduk yang telah ada
dari dampak pertumbuhan
melalui pendapatan yang
d iperoleh dari pembayaran
exaction dari deVeloper
untuk memenuhi
kebutuhan pembangrman
f'asilitas public.

l. Penyusunanperaturan/dasarhukum,
kelernbagaan dan SDM.

2. Pernerintah daerah
mengangkaVmenunjuk komite yang
terdiri dari stakeholder, stafi yang
pengembang, masyarakat dan anggota
DPR untuk rnengkaji secara
komprehorsif kebutuhan exaction dan
membuat guidlines untuk implernentasi
program.

3. Manyusun perencanaan secara
komprehensif tohadap area yang
diidentifi kasi sebagai area pertumbuhan
yang baru.

4. Mengidentifikasi capital improtement
program.

5. Membuat komitmen untuk pendanaan
capital improve me n t progra m.

6. Menentukan metode perhitungan
exaction yang tepat.

7. Menvusun adrninistrasi exaction

flasar Hukum
Kelembagaan

SDM

Instrumen Swadaya Murni di Kota Bandung

CIRI POKOK PROSEDUR PEMENUHAN SYARAT IMPLEMENTASI
Aspek Ada Belum Ada

lnstrument pembiayaan
pembangunan yng
bersumber dari
masyarakat sebagai wujud
keinginan masyarakat
untuk turut serta
membangun wilayalrnya,
tanpa ada keinginan untuk
mernperole-h keuntun gan
langsung secara financial.

Tidak ada prosedur traku, tergantung pada
kondisi dan situasi serla kesadaran
masyamkat.

Dasar Hukum

Kelernbagaan

SDM



dari lery ini. Sejak talru3 2000,

instrumen ini secara intensif digunakan

di Bogot6, Medellin, Cali,.-Manizales,
Bucarimanga, Barranquilla, {u'
beberapa k-ota lainnya dengan jumlah
penduduk 300.000 lebih.

Berikut gambaran ringkas

mengenai mengenai ciri, Prosedur

teknii, dan PersYaratan Yang harus

dipenuhi apabila instrumen ini akan

diierapkan di Indonesia atau di Kota

Bandung.

Tabel3-4

CiriPokok,ProsedurTeknisdanPemenuhanSyaratlmplementasi
Instrumen Betterment Levy di Kota Bandung

PROSEDURCIRI POKOK ASPEK ADA BELUM ADA

Dasar Hukum
Kele.mhasaanAda pembangunan

infrastruktur yang
dilakukan oleh
nerneritrtah dan
terpengaruh terhadap
nilai lahan di
sekitamya. Kenaikan
nilai lahan tercebut
harus dikenanakn
pajak (levy), karena
hal tersebut sama
sperti pemenang
lotere-

I.

4.
5.
6.

"7.

8.
9.
10.

Penyusunan Peftltulalvudsdr rrl

kelembagaan dan SDM
Menentulkan area yang terpengaruh-

Menshituns rnanfaat dan tnenurunkan
peta Isoprice berdasartan satnpel

property.
Meneestitnasi tnant:rat.
Menialokasikan manfaat.
Mem-"buattingkatanbenelit \focal
ooinl \.
Menditribusikan LevY

Menentukan atlbrdibilitas.
Menyusun periode pengumpulan levy'
Menentukan batas waktu makslmum
oeneurnDulan levY.

SDM

5. Obligasi Daerah
Obligasi Daerah adalah obligasi

yang diterbitkan oleh Pemerintah
iu"*h, salah satu unit organisasi di

lingkungan pemerintah daerah, Badan

Otorita Daerah, Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), atau Pihak lain

(swasta) yang didukung atau disponsori

du, atau dijamin oleh Pemerintah
daerah. Dalam hal ini, obligasi tidak

harus diterbitkan oleh Pemerintah
daerah, tetapi dapat juga diterbitkan

oleh BUMD seperti Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) atau Bank

Pembangunan Daerah (BPD), atau

Kantor-kantor Dinas Yang ada di

daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum'
Secara ringkas gambaran

tentang ciri Pokok, Prosedur, dan

pemenuhan syarat agar obligal da-erah
-dapat 

digunakan di Kota Bandung

sebagai salah satu sumber pembiayaan

pemiangunan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

h

Ciri Pokok, Prosedur Teknis dan Keterpemenuhan Syarat

Implementasi Instru-", Obliguti Du"t"h di rett Yl9=ll=t.sv,tmr IMPLEMENTA!!
CIRI POKOK

UU No- 33 tentang
Perimbangan Keuangan

antara Pusat dan Daerah,

Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 147

tahun 2006 tentang Tata

Cara Penerbitan'
Pertanggungiawaban,
dan publikasi Inlbnnasi

Dasar Hukum

l- Persetujuan PdnsiP
Kornisi DPRD

2. Persetujuan Kegiatan

3. Pemantauan Defisitdan
Batas Kumulatif

4. PernbentukanTim
PersiaPan,
mempersiaPkan:
- KAK
- FS (dinilai)
- ProYeksi Keuangan

- Perhitungan DSCR

5. Pengajuan Usul
Penerbitan Obligasi
Daerah kePada Menkeu

6. Pembuatan Perda

tentang Obligasi Daerah

7. PersiaPan Penryataall
Pendallaran

Bukti hutang emiten
(penerbit) yang mengandung
janji pembayaran bunga. serla

pelunasan pokok Pinjarnan
yang dilakukan Pada tanggal
jatuh tempo sekurang-
kurangnya I (tiga) tahun sejak

tanggal emisi.
Obtigasi mengandung 3

unsur, yaitu:
i. Bukti utang
ii. Janii-janji
iii. Pembatasan waktu (iatuh

tempo) Yang rnelahirkan
perikatan karena

hubungan Pinjatn
rnerniniam uang antara

penerbit dengan
pernegang obligasi atau

lrubungan kreditor dengan



CIRI POKOK PROSEDI]R PE&IENUHAN SYARAT IlVIPLEMENTASI
Aspek Ada Belum Adafnnslp pokok tnstrumen ini

adalah melindungi
penduduk yang telah ada
dari dampak perlumbuhan
melalui pendapatan yang
diperoleh dari pembayaran
exaction dari developer
untuk rnemenuhi
kebutuhan pembangunan
fhsilitas public.

I. Penyusunanperatumr/dasarhukurn,
kelembagaan dan SDM.

2. Pernerintah daerah
mengangkat/menunj uk kornite yang
terdiri dari stakeholder, stall, yang
pengembang, masyamkat dan anggota
DPR untuk rnengkaji secara
komprehensif kebutuhan exaction dan
membuat guidlines untuk itnplernentasi
prograln.

3. Menyusun perencanaan secam
komprehensif terhadap area yang
diidentifikasi sebagai area pertumbuhan
yang baru.

4. Mengidentiiikasi capital improt,ement
program-

5. Membuat komitrnen untuk pendanaan
cap ita I imp t ot'e me n t p ro gro m.

6. Menentukan rnetodeperhituugatr
exaction yang tepat.

7. Menyusunadrnirristrasiexaction.

Dasar Hukurn
Kelembasaan

SDM

6. Development Exaction
Development exaction adalah

bentuk regulasi penggunaan lahan
dimana pemilik properti harus
membayar untuk mengawali
pembangunan lahan. Development
Exaction dilakukan dimaksud untuk
melindungi kesehatan, keselamatan dan
kesejahteraan masyarakat. Hal ini
dilakukan untuk melindungi masyarakat
dari efek negatif pertumbuhan. Ketika
terjadi pertumbuhan terdapat beberapa
kebutuhan fasilitas publik seperti jalan,

7. Swadaya Murni
Swadaya mumi dalam

implementasinya tidak diatur dalam
peraturan khusus, dan tidak
memerlukan kelembagaan tersendiri
dalam mengelola swadaya mumi, serta
SDM khusus. Karena sifatnya sukarela,
maka ketidakberadaan dasar hukum

stasion pemadam kebakaran, dan
saluran air- Development Exaction
membantu melindungi masyarakat dari
kenaikan biaya pengadaan infrastruktur
dengan cara membagi biaya kepada
penduduk/penghuni baru.

Berikut gambaran mengenai
ringkas mengenai ciri, prosedur teknis,
dan persyaratan yang harus dipenuhi
apabila instrumen ini akan diterapkan di
Indonesia atau di Kota Bandung.

Tabel3-5
ciri Pokok, Prosedur Teknis dan Keterpemenuhan syarat Implementasi

Instrumen Development Exaction di Kota Bandung

kelembagaan dan SDM tidak
menyebabkan instrumen ini tidak dapat
dilaksanakan. Umumnya untuk swadaya
murni pemerintah lebih bersifat
memfasilitasi dan mendokumentasikan-
nya.

Tabel3-6
ciri Pokok, Prosedur Teknis dan pemenuhan syarat Implementasi

lnstrumen Swadaya Murni di Kota Bandung

CIRI POKOK PROSEDUR PEMENUHAN SYARAT IMPLEMENTASI
Aspek Ada Belum Ada

Irrstrurnent pernbiayaan
pembangunan yng
bersurnber dari
masyarakat sebagai wujud
keinginan rnasyarakat
untuk turul sefia
membangun wilayalrnya,
tanpa ada keinginan untuk
mernperoleh keuntungan
langsung secara flnancial.

Tidak ada prosedur baku, tergantung pada
kondisi dan situasi serla kcsadamn
rnasyarakat.

Dasar Hukunr

Kelernbagaan

SDM



3.2.1 Analisis Pemilihan prioritas
Instrumen pembiayaan
Pembangunan Non
Konvensional untuk
Pembangunan Infrastruktur
di Kota Bandung.

Analisis pemilihan prioritas
instrument pembiayaan pembangunan
non konvensional di Kota Bandung
didasarkan kepada beberapa faktor
penentu sebagaimana disajikan dalam
Gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1
Struktur Hirarki Penentuan prioritas

Instrumen pembiayaan
Pembangunan Non Konvesnsional

Di Kota Bandung

Hasil analisis AHp dalam
menentukan pilihan prioritas instrumen
pembiayaan pembangunan non
konvensional untuk pembangunan
infrastruktur menunjukkan bahwa
bahwa kriteria landasan hukum
memiliki bobot paling besar yakni
sebesar 49% kemudian diikuti oleh
kriteria kelembagaan sebesar lg%.
Kriteria SDM sebesar lSyo dan kriteria
terakhir adalah bobot kriteria
keterlibatan masyarakat dalam
pembiayaan dan proses pembangunan.
Secara keseluruhan data hasil analisis
AHP dapat dilihat pada tabel di bawah
lm-

Tabel3-7
Kriteria dan Instrumen Pembiayaan Pembangunan Non Konvensional Berbasis

Masyarakat untuk pembangunan Infrastruktur

',-:i! ;-:--. _ 
--144 ;:\. . -<
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l-andasan Hukum

Keterlibatan

Masyamkat

Analisis (2011)



Hasil sintesa secara keseluruhan
mengenai pemilihan instrumen
pembiayaan pembangunan non
konvensional berbasis masyarakat
didasarkan kepada kriteria landasan
hukum, kelembagaan, SDM dan
keterlibatan masyarakat terpilih tiga
instrumen utama secara berurutan yaifu;

Kerjasama Pemerintah Swasta, CSR
dan Obligasi. Urutan pilihan prioritas
instrumen lainnya berada di bawah
ketiga instrumen tersebut. Hasil analisis
AHP untuk sintesa dapat dilihat pada
garnbar di bawah ini-

Gambar3-2
Hasil Analisis AHP - Penentuan Prioritas Pilihan Instrumen

Pembiayaan Pembangunan Non Konvensional Berbasis Masyarakat
Berdasarkan 4 Kriteria untuk Pembangunan Infrastruktur

Sumber: Hasil Analisis (2011)

Dengan demikian dalam kajian
ini ada tiga pilihan utama instrumen
pembiayaan pembangunan non
konvensional untuk pembangunan
infrastruktur, yakni Kerjasama
Pemef-ntah Swasta (ICS) dengan
bobot pemilihan 25,7Yo, CSR dengan
bobot pemilihan 18,3 yo dan Obligasi
Daerah dengan bobot pemilihan 17,lyo.

3.2.2 Analisis Pemilihan Prioritas
fnstrrrmen Pembi*yaan Non
Konvensional unfuk
Pengembangan
Pemberdayaan Asset Daerah

Berdasarkan hasil analisis AHP
untuk penentuan prioritas instrument
pembiayaan pembangunan non
konvensional untuk peningkatan
pemberdayaan asset daerah di Kota
Bandung, landasan hukum meqiadi
criteria utama, disusul dengan
keteribatan masyarakat dalam
pembiayaan dan proses pembangunan
di posisi kedua. Kriteria di urutan ketiga
adalah kelembagaan dan kriteria di
urutan terakhir adalah sumber daya
manusia (SDM).

Didasarkan kepada aspek
keterlibatan masyarakat dalam
pembiayaan dan proses pembangunan,
KPS merupakan instrumen pembiayaan
pembangunan non konyensional yang

SF&esisof L6dt{bdB u'atr r"specib @Al-
ldoal Mode

KPS .Zt1

csR ,183

OELIGASI .171

olF .111

sM .1t0

DE -{XX}

BL .082

ADbreviation Dcfinition
KPS Keqasama Pemtrintah swasta
ctit( Gorporate b-oclal ftssponsDtltty
OBLIGASI Obligasi

DIF Development lmfact Fe€
tjM 5'Wadaya Mumr
DE OsveloDment Exaction
BL Bettemnl Levies



LEVEL KEDUA LEVEL PERTAMA
FINALr(ulvtItN BOBOT KRITERIA BOBOTvsr9ptlcflt finpacI 130/"

[andasan Hukurn 47%

60/"\vudsdil SWaSta 32% I 50/"
uurrBaSl t6% 8%
uur p0mte l5o/o 10/
Jwaqaya n% sYoucveloprllenl Lxacnon

4%
Levles 5%

ueveropment Impact hee 9V"

Kelembagaan t6%

2a/o
NerJasama remenntah Swasta 26V" 4YowrBdSt 5Y" ao/
uurpurdrs Jocral KesponslDlllty {u5R} 30/"

wdqdyd 30/" 2%u9vgloplllclll 2%
Betterment Levies 10/

8Yo

SDM t3%

Nerlasama remenntah Swasta 22o/o 3Youplrgaql l80A ao/
Lorpqrare Joclat Kesponslblllty (CSR) lzYo
Jwaoaya luunll t5%
uevelopment Exactron 9% l%

6Y"
vquprrrcltt lmpacl l2Y"

Keterlibatan

Masyarakat

23%

3%
Jdsdil Swasm 24% 6%

Obligasi t4% 30/,
urpomte 6% 4o/o

Swadaya Mumi l4y" 3%
3%

Developrnent Exaction llYo
Betterment Levies 9%

JUMLAH 100v" 1000

menjadi pilihan pertama responden,
sedangk4n yang kedua adalah CSR dan
yang ketiga adalah Obligasi. Instrumen
pembiayaan lainnya berada di bawah
ketiga instrument di atas.

Hasil keseluruhan analisis AHp
dalam menentukan pilihan prioritas
instrumen pembiayaan pembangunan
non konvensional berbasis masyarakat
untuk peningkatan pemberdayaan asset
daerah, menunjukkan bahwa bahwa

Sumber: Hasil Analisis (2011)

Hasil sintesa secara keseluruhan
mengenai pemilihan instrument
pembiayaan pembangunan non
konvensional berbasis masyarakat untuk
peningkatan pemberdayaan asset,
didasarkan kepada criteria landasan
hukum, kelembagaan, SDM dan
keterlibatan masyarakat, terpilih tiga

kriteria landasan hukum memiliki bobot
paling besar yakni sebesar 47%
kemudian diikuti oleh criteria
keterlibatan masyarakat sebesar 23olo.
Kriteria kelembagaan sebesar 160/o d,an
kriteria terakhir adalah bobot criteria
SDM yakni bobotnya l3%. Secara
keseluruhan data hasil analisis AHp
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

instrument utama secara berurutan
yaitu; Kerjasama Pemerintah Swasta,
CSR dan Obligasi. Urutan pilihan
prioritas instrumen lainnya berada di
bawah ketiga instrument tersebut. Hasil
analisis AHP untuk sintesa dapat dilihat
pada gambar di bawah ini.

Tabel3-8
Kriteria dan Instrumen pembiayaan pembangunan Non Konvensional
Berbasis Masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan Asset Daerah

l0



SylrtheEis of Leaf Nodes uith respectto GOAL
Distributive Mode

OVERALL INCONSISTENCY INDEX = 0.06

Gambar3-3
rrasil Analisis AHP - Penentuan Prioritas pirihan rnstrumen pembiayaan

Pembangunan Non Konvensional Berbasis Masyarakat
Berdasarkan 4 Kriteria untuk Peni n Pemberdayaan Asset Daerah

Sumber: Hasil Analisis (2011)

Dengan demikian dalam kajian
ini ada tiga pilihan utama instrumen
pembiayaan pembangunan non
konvensional untuk peningkatan
pemberdayaan asset daerah Kota
Bandung, yakni Kerjasama Pemerintah
Swasta (KPS), CSR dan Obligasi.

lV. Kesimpulan
l. Hasil identifikasi terhadap

instrumen pembiayaan
pembangunan non konvensional
berbasis masyarakat diperoleh 7
instrumen yang dijadikan pilihan
untuk diterapkan di Kota Bandung
yakni; Development Impact Fee, 3.
Kerjasama Pemerintah Swasta
(KPS), Obligasi, Development
Exaction, Betterment Levies
Corporate Social Responsibility
(CSR), dan Swadaya Masyarakat
Murd.

2. Hasil identifikasi terhadap T
instrumen pembiayaan
pembangunan non konvensional, 3
sudah diimplementasikan di Kota
Bandung yakni CSR, KPS dan

Swadaya Mumi. Tiga (3) instrumen
yakni; Development Impact Fee,
Development Exoction, Betterment
Levies tidak dapat diimplementa-
sikan dikarenakan belum adanya
dasar hukum, kelembagaan dan
SDM. Sementara obligasi daerah
secara perundaag-undangan/
peraturan sudah ada, Pemerintahan
Kota Bandung tinggal
mempersiapkan semua persyaratan
yang diperlukan sehingga obligasi
dapat dijadikan salah satu sumber
pendanaan pembangunan
ffiastrukhr di Kota Bandung.
Hasil analisis AHP, dan7 instrumen
pembiayaan non konvensional
didapat 3 instrumen prioritas untuk
diterapkan dan dikembangkan di
Kota Bandung, untuk pembangunan
infrastruktur atau peningkatan
pemberdayaan asset Daerah, yaitu;
Kerjasama Pemerintah Swasta
(KPS), Corporate Social
Re sponsib ility dan Obligasi.

11
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